
PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR:2Tahun2010

TENTANG

MEKAI\-ISME PELAKSAIYA,AIY PEMBAYARAN ATAS BEBAN
PADA SETIAP TAHI]N ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH KABUPATEN BINTAN

Menimbang : a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) harus dilaksanakan dengan efektif, efisien, tertib, transparan dan
bertanggungiawab sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

bahwa ketentuan Pasal201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menetapkan batas
jumlah sPP-uP dan SPP-GU ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu
menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Mekanisme Pelaksanaan
Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Bintan.

undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah otonom
Kabupaten Dalam Lingkup Daerah Propinsi Sumatera Tengatr (Lembaran
Negara Republik lndonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3896);

undang-undang Nomor t7 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Nomor a286);

undang-undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendahariuln Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Nomor a355);

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 4400);
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Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, TambahanI-embaran Ncgara Rcpublik Incloncsia Nomor 4437),r"Uogoi,rr,rna telah diubahdengan undang-undang Nomor 12 Tahun 200s d;;t;" N;;";;-R"ilill
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan L",nborun Negara Rcpubrik
Indonesia Nomor 4844);

undang-undang Nomor 33 Tahun 2004_tentang perimbangan Keuangan antaraPemerintah Pusat dan pemerintah Daerah (Lembarai Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Nelara nepubrik
Indonesia Nomor a$D;

Peraturan Pemerintah Nomor 5g rahun_2005 tentang pengelolaan KeuanganDaeratr (Lembaran fgg*u Repubrik Indonesia Tihun ioos No*"; 
-lA;

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 457g);

Peraturan Pemerintah Nomor 3g rahun 2007 Tentang pembagian urusanPemerintah. Antara pemerintah, pemerintah daerah pioiinri, dan pemerintah

lae1ah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor g2,
Tambahan Lembaran Negara Repubrik IndonJsia No*o, +zrz);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah Jiuuut,
Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

tentang Pedoman
dengan Peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI BINTAN TENTANG MEKANISMEPELAKSANAAN PEMBAYARAN ATAS BEBAN PADA SETIAPANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NANNAH KABUPATENBINTAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I
Dalam Peraturan Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah ini yang dimaksud dengan :

l. Daerah adalah Kabupaten Bintan.

'2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan.

3. sekretaris Daerah adalah sekretaris Daerah Kabupaten Bintan.

4' Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae11h, selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana KeuanganTahunan Pemerintahan- Daerah yang dibahas dan disetujui 
-b.rr*u 

ot.t, p.*rrintah Daerah danDPRD, dan ditetapkan dengan peiaturan Daerah.

5' Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat sKpD adalah perangkat Daerah padaPemerintah Daerah selaku pengguna angg*unlprngg;u Barang.

6' Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat sKpKD adalah DppKD selakuPengguna AnggaranlPengguna-Barang yang juga melaksanakan pengelolaan Keuangan Daerah.



' 7 ' Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat ppKD adalah Kepala satuan KerjaPengelola Keuangan Daerah yang selanjuinyu disebui dengan*Kepui.nllrcD yang mempunyai tugas' melaksanakan pengelolaan APBD aan uertinaak sebagai g'endaha;un1u* Daerah.

8' Bendahara umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah ppKD yang bertindak dalamkapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.

9' Kuasa Bendahara Umum Daerah. yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberikuasa untuk melaksanakan sebagian tugas n0O. 
"

l0' Kas umum Daerah adalah Tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerahuntuk menampung seluruh Penerimaan bu.iutt dan dilunakun untul membayar seluruh pengeluaran
Daerah.

ll'Pengguna Anggaran adalah jtju|l l:megang. Kewenangan penggunaan Anggaran untukmelaksanakan tugas pokok dan fungsi sKpD ya"ng iipi-pi*yu." -

12' Kuasa Pengguna Anggaran adalah Pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian
. kewenangan Pengguna Anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi sKpD.

13' Pejabat Penatausahaan Keuangan sKPD yang selanjr.rtnya disingkat ppK-sKpD adalah pejabat yangmelaksanakan fungsi tata usahi keuanganpuju SfpO.

14' Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Pejabat Pelaksana.Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkatPPTK adalah Pejabat pada unit kerja srPp y*g melaksanakan-satu atau beberapa kegiatan dari. suatuprogramsesuaidenganbidangtugasnya. - -

" 
l5' Bendahara Pengeluaran adalah. Pejabat Fungsional {Tg ditunjuk menerima, menyimpan,membayarkan, menatausahakan,d*.11q.ttanglungjawuur.i uung,intut keperluan belanja daerahdalam rangka pelaksanaan ApBD pada SK'pD . 

uu '

16' Rekening Kas umum Daerah adalah Rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukanoleh Kepala Daerah untuk menampung selurulip.nrii*uun oaeratr Jan digunakan untuk membayarseluruh pengeluaran daerah pada bank lang ditetapkan.

* 
17' Dokumen Pelaksanaan Anggaran.sKlD yang selanjutnya disingkat DpA-sKpD adalah Dokumenyang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digrinakan sebagai oasar peiukr*u*anggaran oleh pengguna Anggaran.

18' Surat Penyediaan Dana yang lelanj$yu disingkat sPD adalah Dokumen yang menyatakantersedianya dana untuk melaksanakan legiatan seufrai dasar p.n.ruii*1rr.
l9' Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah Dokumen yang diterbitkan oleh' Pejabat yang bertanggungiawab atas Pelaksanaan Kegiatan/Bendahara pengeluaran untukmengajukan permintaan pembayaran.

20' sPP uang Persed-iaan yang selanjutnya disingkat sPP-up adarah Dokumen yang diajukan olehBendahara Pengeluaran untuk permintaan uing muka kerja yung 
-urrrifat 

pengisian kembali(revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan p.ribuyurun tangsung. 
"

21' sPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah Dokumen yang diajukan olehBendahara Pengeluaran untuk perminiaan pengganti u*g p"rr.di;;l*g tidak dapat dilakukandengan pembayaran langsung.



I

22' sPP Tambahan uang Persediaan yang selanjutnya disingkat spp-Tu adalah Dokumen yang diajukanoleh Bendahara Pengeluaran untuk p.t*intan tambahan uang persediaan guna melaksanakan' kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat aigunakai rirt"t pembayaran langsung danuang persediaan.

23' sPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah Dokumen yang diajukan oleh BendaharaPengeluaran untuk permintaan rytyuurq* rungr*g kro""i"lirt"r. ketiga atas dasar perjanjiankontrak kerja atau surat perintah kerja tuintyu"a*-p#t;tr;-!aji dengan jumlah, penerima,peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokum.*yu airiupf,an oleh pprK.

24' Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat spM adalah Dokumen yangdigunakar/diterbitkan oleh Pen-gguna Anggaian/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan sp2D' 
atas beban pengeluaran DPA_SKFD

25' surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat spM-up adalah Dokumenvang diterbitkan oleh Pengguni Anggaran/I(uuri n.ngiul; d;;; untuk penerbitan sp2D atasbeban pengeluaran ope-skpo yu-tig aip"tgunuk* sebagai uang persediaan untuk mendanaikegiatan.

'- 
26' surat Perintah Membayar Galtr- u*s Persediaan yang selanjutnya disingkat spM-Gu adalahDokumen yang diterbitkan olehl:*qyr-o"*t**x"iru r.ngd'nu Anggaran untuk penerbitansP2D atas beban pengeluaran DPA;KPD yiig o**yu aip.?"g*akan unruk mengganti uangpersediaan yang telah dibelanj akan.

27' surat Perintah Membayar Tambahan uang Persediaan yang seranjutnya disingkat spM-Tu adalah: Dokumen yang diterbitkan oleh Pe$qy-lT engguruvr""r? p.nggu"a Anggaran untuk penerbitansP2D atas beban pengeluaran opal5rpo, k;; kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas
" 

pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan. 
J

28' surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat spM-LS adalah Dokumen yangditerbitkan oleh Pengguna Anglattffu"t-u rffiunu anggain untuk penerbitan sp2D atas bebanpengeluaran DPA-SKPD kepadipihak ketiga. 
ee-

zg'surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat sp2D adalah Dokumen yang digunakan\-- ;:|]:*-1f$rr#:*"o* dana vang diierbltkan oLn prnaar'aruwan umum 
-Dairah) 

BUD

pErABAr pnffu,il I*""ARAN

Pasal 2

(l) Pada setiap u*ui tuhun anggaran, Bupati menetapkan pengguna Anggaran/pengguna BarangSKPD.

(2) Pejabat Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugasny3_ dapat melimpahkan sebagiankewenangannya kepadi kepala unit n.r:; pada sripo selaku Kuuru pengguna
Anggaran/pengguna B arang.

(3) Pelimpahan w.ew-e-1ang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupatiatas usul kepala SKPD.

(4) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2),felngrfatikan pertimbangan tingkatan daerah,besaran SKPD, besaran jumlah uang yang'iir..roru, beban r..ti", Lusi, kompetensi dan/ataurentang kendali dan pertimbangan oUjetitif iainnya.



(5) Pertimbangan.objektif lainya sebagaimana dimaksud ayat (2),ditetapkan oleh sekretaris Daerahselaku Koordinator Tim Anggaran Pemerintah Daerah aenlan -"rirp..t utikan ketentuan yangberlaku.

pRosEDui$fi-[lruAN spp

Pasal 3

Surat Penyediaan Dana (SPD) merupakan dasar pengajuan Spp oleh Bendahara pengeluaran.

Pasal 4

surat Permintaan Pembayaran (sPP) untuk penerbitan sPM, dengan kelengkapan persyaratannya diatursebagai berikut :

a. SPP-UP (Uang persediaan)
Surat Pernyataan dari Pengguna Anggaran/I(uasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk,menyatakan bahwa uang Persediaan tersebut tidak untif ..*uiiiui p"rrg"ru*an-pengeluaran yangmenurut ketentuan harus dengan LS.

b. SPP-TU (Tambahan Uang persediaan)
1' Rincian Rencana Penggunaan Dana Tambahan uang Persediaan dari pengguna Anggaran/Kuasa_ Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk.2' surat Pernyataan dari Pengguna ang[aratvliuasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjukbahwa:

a' Dana Tambahan UP tersebut akan digunakan untuk keperluan mendesak dan atau akan habisdigunakan dalam waktu satu bulan ter-hitung sejak tanggal diterbitkan Sp2D;b' Apabila terdapat sisa dan Tambahan uP hairs iisetorfin te netcening Kas Umum Daerah;c' Tidak untuk membiayai pengeluaran yang seharusnya dibayarkan secara langsung.3. Rekening Koran yang menunjukkan saldo terlerkhir.

c. SPP TU NIHIL
1. Kuitansi/tanda bukti pembayaran;
2' surat setoran Pajak (ssPi yang telah dilegalisir oleh pengguna Anggaran4(uasa pengguna

Anggaran atau pejabat yang ditunjuk.

d. 
IPP_-_Gp 

(Penggantian Uang persediaan)
1. Kuitansi/tanda bukti pembayaran;
2' surat Setoran Pajak (ssP) yang telah dilegalisir oleh pengguna Anggaran/I(uasa pengguna

Anggaran atau pejabat y*j aitunj*.

e. SPP untuk Pengadaan Tanah
Pembayaran pengadaan tanah unty-k kepentingan umum dilaksanakan melalui mekanismepembayaran langsung (LS). Apabila tidak dimungklJan dilaksanur.* *"rurui mekanisme LS, dapatdilakukan melalui UP/TUP. Pengaturan mekanisrie pembayaran adalah r.uugui berikut :l. SPP-LS (Pembayaran Langsung)

a) Persetujuan Panitia Pengadaan Tanah untuk tanah yang luasnya lebih dari I (satu) hektar diKabupaten Bintan;
Fotocopi bukti kepemilikan tanah;
Kuitansi;
SPPT PBB tahun transaksi;
Berita Acara PersetujuanA.,iegosiasi Harga;
Pernyataan dari penjual bahwa tanah teisebut tidak dalam sengketa dan tidak sedang dalamagunan;

g) Surat Pernyataan.Pelepasan/Penyerahan Hak Atas TanahlAkta Jual Beli dihadapan ppAT;h) SSP final atas pelepasan hak;

^ l_ _Syrat pelepasan hak adat (bila diperlukan)
? SPT'.I IDITI IT)

b)
c)
d)
e)
f)



a) Pengadaan t**. yang luasnya kurang dari I (satu) hektar dilengkapi persyaratan daftarnominatif pemilik tanah yang ditandatangani ol.h'lrngguna Anggaran/Kuasa pengguna
Anggaran.

b) Pengadaan tana! yang luasnya lebih dari I (satu) hektar dilakukan dengan bantuan panitia
Pengadaan Tanah di Kabupaten Bintan-dan dilenglapi dengan daftar nom"inatif pemilik tanahdan besaran harga tanah yang ditandatangani ot.rt l.ng'gunu angg;unlKuuru pengguna
Anggaran dan diketahui oleh panitia pengadaan Tanah (ppii.

c) Pengadaan tanah yang pembayarannya dilaksanakan melalui up/Tup harus terlebih dahulu
mendapat izin persetujuan Bupati, sedangkan besaran uangnya harus mendapat persetujuan
UP/TUP oleh PPKD.

SPP-LS untuk pembayaran gaji, lembur dan honor/vakasi :1' Pembayaran gaji induk/gaji susulanlkekurangan gajilgaji terusar/uang duka wafaVtewas,
{t]91qtapi dengan Daftar gaji induk/gaji susutLfteiu.*g* gaji/uang duka wafat/tewas, SKCPNS, sK PNS, SK kenaikun pungkai, SK jabatan, keniikan'gaji uert ata, surat pernyataanpelantikan, surat pernyataan masih menduduli iubut*, surat pernyataan melaksanakan tugas,daftar keluarga (KP4), fotocopi surat nikah, foiocopi at<te ketatrir*, srpp, daftar potongansewa rumah dinas, surat keterangan masih sekolah/i<uliah, surat pinjutr, rurut kematian, SSpPPh Pasal 21. Kelengkapan terse6ut di atas digunakan sesuai peruntukannya.2' Pembayaran lembur dilengkapi dengan 

_ 
o'atar pembayaran perhitungan lembur yangditandatangani oleh Pengguna Anggaran/t(uasa Pengguna Anggaran/pejabat yang ditunjukdan Bendahara Pengeluaran SKPD-yang bersangkut"air, surat perintah kerja lembur, daftarhadir kerja, daftar hadir lembur dan SSp Fph pasai Z t .3' Pembayaran honorA/akasi dilengkapi dengan surat Keputusan tentang pemberianhonor/ly'akasi, daftar pembayaran perhitungin honorA/akasi yang ditandatangani olehPengguna Anggaran/Kuasa Pengguni Anggui* atau pejabat yang aTtfij* dan BendaharaPengeluaran yang bersangkutan, dan SSp pph pasal Zt.

SPP-LS non belanja pegawai
1. lembayaran pengadaan barang dan jasa :

a) Salinan SPD;
b) Berita Acara pemeriksaan Teknis dari sKpD terkait;c) sPP disertai faktur pajak (PPN dan PPh) yung t.tuh ditandatangani wajib pajak danBendahara pengeluaran;

Surat Perjanjian Kerjasama/Kontrak antara Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna

fnqsaran dengan pihak ketiga serta mencantumkan norno, rekenlrig b.*;ih"k ketiga;Berita Acara Penyelesaian pekerj aan;
Berita Acara Serah Terima Barang dan Jasa;
Berita Acara Pembayaran;
Kuitansi bermaterai, nota/faktur yang ditandatangani pihak ketiga, dan ppTK sertadisetujui oleh Pengguna Anggaran/kuaia penggunu"R rggir*;
suratjaminan bank atau yang dipersamakan yilg dikehiikan oleh bank;
Dokumen lain yang dipersyaratkan untuk kontrak-kontrak yang dananya sebagian atauseluruhnya bersumber dari penerusan pinjaman/hibah luar negeri;
Berita Acara Pemeriksaan yang ditaniatangani Pihak Ketiga/Rekanan serta unsur panitia
Pemeriksaan Barang berikut lampiran daftar barang yang di'periksa;

i:::langkutan 
atau konosemen apabila pengadaJn b"r*g dilaksanakan di luar wilayah

KerJa;

m) Sryat pemberitahuan potongan denda keterlambatan pekerjaan dari ppTK apabilapekerjaan mengalami keterlambatan.
n; Foto/Luku/dokimentasi tingkat kemaj uar/penyel esaian pekerj aan ;o) Potongan jamsostek (potongan s.suuidengan ketentuan yang berlakg/surat pemberitahuanjamsostek);
p) Khusus untuk pekerjaan konsultan yang. perhitungan harganya menggunakan biayapersonil (billing rate), berita acara prestaii i.emajuai pekedian oirampiri dengan buktikehadiran dari tenaga konsultan sesuai tahapan- *ultu pekerjaan dan bukti

d)

e)

0
s)
h)

i)
i)

k)

l)



penyewaan/pembelian alat penunjang serta bukti pengeluaran lainnya berdasarkan rinciandalam Surat penawaran.
Berita acara pada butir (e), (f), dan (g) di atas dibuat sekurang-kurangnya dalam rangkap 5(lima) dan disampaikan kepada :
a) Asli dan satu tembusan untuk penerbit SpM;
b) Masing-masing satu tembusanuntuk para piirat< yang membuat kontrak;c) Satu tembusan untuk pejabat pelaksana pemeriksaan'nekerjaan. --'

2' Pembayaran Biaya 
-Langganan Daya dan Jasa (Listrik, Telepon, dan Air);a. Bukti Tagihan daya dan jasa;

b. Nomor Rekening pihak Ketiga (pr. pLN, pr. Telkom, pDAM Air);
Dalam hal pembayaran langganan daya dan jasa belum dapat oit#urun secara langsung (LS),SKPD yang.bersangkutan dapat melalukan pembayaran dengan Up.
Tunggakan langganan daya dan jasa tahun ungg** sebeluninya dapat dibayarkan oleh SKpDsetelah mendapat dispensasi/persetujuan teit-euftr dahulu dari ppKD sepanjang dananyatersedia dalam DpA berkenaan.

3' Pembayaran Belanja Perjalanan Dinas harus.dilengkapi dengan Daftar Nominatif pejabat yangakan melakukan perjalanan dinas, yang berisi aniara lain i informasi mengenai data pejabat
(Nama, pangkat/gol.), tujuan, tang.gl [*u.tungtut*,.ru*u pe4atanan din*, dan biaya yangdiperlukan untuk masing-masing t"r.s"l, serta sirat ferintah tugas (spii. 

-

Dalam nominatif tersebut harui ditandatangani otetr pejabat yang berwenang memerintahkanperjalanan dinas, dan disahkan oleh Kepala s-rpo yang bersangr.utai.
Pembayaran dilakukan oleh Bendahga lengeluaran qryq.y-ung u.rr*gkutan kepada pejabatyang akan melakukan perjalanan. 

{inas. ,{pabila tidak dimungkinkan dilaksanakan melaluimekanisme LS, dapat dilakukan melarui up/Tambah* up.

4' Pembayaran belanja dengan jumt*.dt:lt I (satu) milyar rupiah harus mendapat persetujuan dariPPKD dan Sp2D ditandatangani oleh BUD. J

5' Pengeluaran pembiayaan harus mendapat persetujuan dari ppKD dan sp2D ditandatangani olehBUD.

h' SPP untuk Belanja Bunga, subsidi, Hibah, Bantuan sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, danv Belanja Tidak Terduga. Ysor rrsr

Pembayaran Belanja Bunga, subsidi, Hibah, Bantuan sosial, Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, danBelanja Tidak rerduga dilaksanakan melalui *etanir*, pembayaran r*rri#u-ii3j. 
r\suil''

Pasal 5

ffitffirfi|!;T:iil"ilM berdasarkan sPP vang diajukan oleh Bendahara pengeluaran dengan

a. Penerimaan dan pengujian Spp' 
Petugas penerima sPP memeriksa. kelengkapan berkas SPP, mengisi chek list kelengkapan berkassPP' mencatatnya dalam buku register penerimuun ipP dan memb'uat/menandatangani tanda terimaSPP berkenaan.. s.elanj utnya menyirahkan Spp dimaksud kepada ppK_sKpD

b. PPK-SKPD melakukan pengujian atas spp sebagai berikut ; " u
l ' Memeriksa secara rinci dokumen pendukung'srr sesuai dengan ketentuan yang berlaku.2' Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DPA dan/atai spo untuk memperoleh keyakinan_ lahwa tagihan tidak melampaui baias pagu anggaran dan/atau SpD.3' 

iffililitft,1ffff:"t* 
rencana kerja iar/u:tuu trtuyatcan rrasii kerja yang dicapai dengan

4. Memeriksa kebenaran atas hak tagih yang menyangkut antara lain :a) Pihak yang ditunjuk untuk menerim-a p.*buyu*n (nama orang/perusahaan, alamat, nomorrekening dan nama b*t);
b) Nilai tagihan yang harus dibayar (kesesuaian dan/atau kelayakannya dengan prestasi kerjayang dicapai sesuai soesifikasi teknis vario rcrnqnr,rm rt-t-* r.^-1-^r-\



r-

5' Memeriksa pencapaian tujuan dan/atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator keluaran yangtercantum dalam DPA berkenaan dan/atau rp.rf;tk*i tet<nis Jun* sudah ditetapkan dalamkontrak.
c) setelah dilakukan pengujian terhadap sPP-uP/sPP-TUp/sppGUp/spp-LS, pejabat penguji Spp danPenandatangan SPM menerbitkan sPM-uP/sPM-TUP/spM-GUp/spM-TtTNIHIL/spM-LS 

dalamrangkap 4 (empat) :

l. Lembar kesatu disampaikan kepada BUD/Kuasa BUD.2. Lembar kedua disampaikan keiada ppK_SKpD.
3. Lembar ketiga disampaikan kepada Bendahara pengeluaran.
4. Lembar keempat sebagai pertinggal pada pprK terkait untuk spM_Ls.

UANG PERSEDIAAN DAN iif'II'AN UANG PERSEDIAAN

Pasal 6

- 
Kepada setiap SKPD dapat diberikan uang Persediaan dan/atau Tambahan Uang persediaan.

Pasal 7

(l) Pengelolaan Uang Persediaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, diserahkan kepada BendatraraPengeluaran pada SKpD.

(2) untuk membantu pengelolaan uang persediaan pada sKpD, Kepala sKpD dapat menunjukendahara pengeluaran pembantu. s' ^Lvv

(3) Penunjukkan Bendahara Pengeluaran Pembantu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(l) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran menerbitkan SpM-up berdasarkan DpA dan/atauSPD atas permintaan Bendahara fengetuaiil.
*(2) 

Berdasarkan SPM-UP dimaksud pada ayat (l), Kuasa BUD menerbitkan sp2D untuk rekeningBendahara pengeluaran yang ditunjuk dalam SpfrA_Up.

(3) Penggunaan Up menjadi tanggungiawab Bendahara pengeluaran.

(4) Bendahara Pengeluaran melakukan pengisian kembali up setelah up dimaksud digunakan(revolving) sepanjang masih tersedia dana Ialam DpA darlatau spD.

(5) Bagi Bendahara yang dibantu oleh beberapa Bendahara pembantu, dalam pengajuan spM-updiwajibkan melampirkan daftar rincian yang menyatakan jumlah ,* yang dikelola oleh masing-masing Bendahara pembantu.

(6) sisa uP yang-masih ada pada. Bendahara pada akhir tahun anggaran harus disetor kembali keRekening Kas umum Daerah selambat-lambatnya tanggal :t oesJriber tahun anggaran berkenaan.

(7) setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) oleh BUD dibukukan sebagai pengembalian up
(8) uP dapat diberikan dalam batas-batas sebagai berikut :

. a' 
ffi fff' 

diberikan untuk pengeluarari-pengeluaran kelompok langsung jenis belanja Barang

l ffi,::*"ri*:* if:L*::ili pengecu ar i an s ete I ah me ndapat persetuj uan ppKD.



(e)

1. 1/12 (satu per dua belas) dari pagu DPA menurut klasifikasi belanja yang diijinkan untuk
diberikan UP, maksimal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiatr; 

-untluk 
iagu sampai

dengan Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah);
2. l/18 (satu per delapan belas) dari pagu DPA menurut klasifikasi belanja yang diijinkan

untuk diberikan UP, maksimal Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiahy untut< p--ugu Aiutu,
Rp.900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) sampai dengan np.Z.+OO.OOO.OO.-0,- lOuamiliar empat ratus juta rupiah);

3. ll24 (satu q9r dllnuluh empat) dari pagu DPA menurut klasifikasi belanja yang diijinkan
untuk diberikan UP, maksimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ;t"k plgu aiutut
Rp.2.400.000.000,- (dua miliar empat ratus juta rupiah);

d. Perubahan besaran UP di luar ketentuan pada butir c ditetapkan oleh ppKD.
e. Pengisian kembali UP sebagaimana dimaksud pada butii c dapat diberikan apabila dana Up

telah dipergunakan sekurang-kurangnya 75o/o dari dana Up yang diterima.f. Dalam hal penggunaan UP belum mencapai 75Vr, sedangkan SKPD yang bersangkutan
memerlukan pendanaan melebihi sisa dana yang tersedia, SKPD dimaksud Oapat 1n.ngiluk*
Tambahan UP.

g. Pemberian Tambahan UP diatur sebagai berikut :

1. Kuasa BUD dapat memberikan Tambahan UP sampai dengan jumlah Rp. 200.000.000,-
(dua ratus juta rupiah) untuk belanja barang dan jasa bagi srFn. 

-

2. Permintaan Tambahan UP di atas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk belanja
barang dan jasa harus mendapat persetujuan dari ppKD.

Syarat untuk mengajukan Tambahan Up :

a. Untuk memenuhi kebutuhan yang sangat mendesak/tidak dapat ditunda, dan dilampirkan
dengan kebutuhan rincian objek belanja.

b. Digunakan paling lama satu bulan sejak tanggal Sp2D diterbitkan;c' Dalam hal dana Tambahan Uang Persediaan tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan, maka
sisa tambahan uang persediaan disetor ke Rekening Kas umum Daerah;

d. P_ertanggungiawaban atas Tambahan UP dilakukan dengan mekanisme SpM dan Sp2D-TUp
Nihil yang disertai dengan ringkasan pengeluaran per rinJian objek dan bukti-bukti pengeluaran
yang sah dan lengkap.

e. Ketentuan sebagaimana dimaksud butir c dan d tidak dipenuhi, sKpD berkenaan tidak dapat
lagi diberikan Tambahan up sepanjang tahun anggaran beikenaan;

Dalam mengajukan permintaan Tambahan UP Bendahara Pengeluaran wajib menyampaikan :

1. Rekening koran yang menunjukkan saldo terakhir dan r.gGt.t penutuian kas bulan berkenaan.b. Surat Pernyataan bahwa kegiatan yang dibiayai terse-but tidak Oapat dilaksanakaVdibajar
melalui penerbitan SPM-LS dan dilampirkan dengan kebutuhan rincian objek belanja.c. Dokumen yang dipersyaratkan dalam pelaksanaan APBD.

Penggantian uP diajukan ke Kuasa BUD dengan SpM-GU, dilampiri :

?. Surat Pemyataan Tanggungjawab dari Pengguna Anggaran/I(uasa pengguna Anggaran;b. Surat Pengesahan Pertanggungj awaban Bendahara Piigeluaran periodE-sebelumnya;
c. Ringkasan pengeluaran per rincian objek yang disertai dengan Uutti-Uutti pengeluaran yang sah

dan lengkap;
d. Bukti atas penyetoran ppN/pph.

(12) Besaran Uang Persediaan tunai dan/atau dalam
diperkenankan maksimal sebesar Rp. I 0.000.000,-
Rekening Bendahara Pengeluaran.

'.-(10)

(l 1)

brankas pada Bendahara Pengeluaran hanya
(sepuluh juta rupiah), selebihnya wajib dalam

Pasal 9

(1) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan_(PPTK) mengajukan permohonan dana dengan mengisi Nota
Pencairan Dana (NPD) untuk melaksanakan kegiatan tertlntu kepada Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran.



(2) Berdasarkan NPD, Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran memberikan memo persetujuan
kepada Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengefrlan Pembantu untuk mengeluarkan sejumlah
dana yang dimaksud.

(3) Besaran panjar ditentukan oleh pengguna Anggaran.

PROSEDUR PENERBITAN suRArB$fi oY*ro" rENcATRAN DANA (sp2D)

penvampaian spM kepada Kuasa BUD dlak"-":"::.rli u.r*u, ,a' Pengguna Anggaran/I(uasa Pengguna Anggaran atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan SpM
beserta dokumen pendukung kepada fuasa bUO.

b' SPM gaji induk sudah harus diterima Kuasa BUD paling lambat tanggal 20 sebelum bulanpembayaran.

"- c' Kuasa BUD memeriksa kelengkapan SPM dengan mengisi blanko penelitian kelengkapan dokumenSPM, dan meregister SpM.
Pasal 1l

Penerbitan sP2D oleh Kuasa BUD diatur sebagai berikut :a' SPM yang diajukan ke Kuasa BUD digunakan sebagai dasar penerbitan Sp2D.
' b. sPM dimaksud dilampiri bukti pengeluaran sebagai berikut :l. Untuk 

fene1fu.11_nembayaran langsung (LS) delanja pegawai;
a) Daftar GajilGaji susulanlkekutan[an gaji/lem-bur/liono, dan vaakasi yang ditanda tanganioleh Kuasa Pengguna Anggaran atau reiauat-yang ditunjuk dan Bendahara-p"n!.luurun;b) Surat-surat keputusan kepegawaian dalam fraite4-aAi p"*Uuflun daftar gaji;c) Surat Keputusan pemberian honor/vakasi dan Spk lembur;
d) Surat setoran pajak.

2. untuk keperluan pembayaran rangsung (LS) non belanja pegawai :a) Resume kontrak/spK atau daftar nominatif perjalanan dinas;
'\,. b] l".t"t Pernyataan Tanggungiawab Belanja tlngguna Anggaran/I(uasa pengguna Anggaran;c) Faktur pajak dan SSp (surat setoran pajak).

3. Dokumen lain yang dipersyaratkan, antaraiain :
a) Surat Pengesahan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran periode sebelumnya;b) Ringkasan Pengeluaran per Rincian objek disertai uur.tl p.ng"iuaran yang sah dan lengkap;c) Bukti setoran ppN/pph.

c' sPM yang telah diterbitkan sP2D-nya oleh Kuasa BUD dan telah dicairkan (telah dilakukanpendebetan rekening kas daerah) tidak dapat dibatalkan.' 1' Perbaikan hanya dapat dilakukan terhadap kesalahan administrasi sebagai berikut :a) Kesalahan pembebanan pada kode rekening anggaran belanja.
b) Kesalahan pada kode rekening anggaran be-lanja]kegiatan, ian sub kegiatan.c) Uraian pengeluaran yang tidak berakibat jumtatr uan! puAu Spluf.2' Perbaikan sPM sebagaimana dimaksud iada hurui a dilakukan oleh Kuasa pengguna
Anggaran/Penerbit spM, selanjutnya disampaikan kepada Kuasa BUD.

Bukti Asli lampiran Spp merupakan
Anggaran.

Pasal 12

arsip yang disimpan oleh pengguna Anggaran/Kuasa pengguna



(l) Pengujian SPM dilaksanakan oleh
formal.

Pasal 13

Kuasa BUD mencakup pengujian yang bersifat substantif dan

(2) Pengujian subtantif dilakukan untuk :

?. Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam spM;b' Menguji ketersediaan dana pada kegiatar/sib kegiatan/ret."i"g *gg*un belanja dalam DpAyang ditunjuk dalam SpM tersebut.
Menguji dokumen sebagai dasar penagihan (ringkasan kontrak/SpK, surat keputusan, daftarnominatif ped alanan dinas);

!9n-suji surat pernyataan tanggungjawab Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran atauPejapat lain yang ditunjuk mengenai tanllungia;l terhadap kebenaran pelaksanaanpembayaran;
e. Menguji faktur pajak beserta SSp_nya.

(3) Pengujian formal dilakukan untuk :

a' Mencocokan tanda tangan PejalalPenandatang* llM dengan spesimen tandatangan;b. Memeriksa cara penurisan/pengisian jumrah uu-njauu* *&u Jin rr"*qc' Memeriksa kebenaran dalam penulisan, termasuf tidak bolJh t..Jupu, .ucat dalam penulisan.

Pasal 14

(l) Keputusan hasilpengujian ditindak lanjuti dengan :a' Penerbitan sP2D bilamana SPM yang diajJkan memenuhi syarat yang ditentukan;b' Pengembalian sPM kepada renggina anggurur/Kuuru b"ntgr"J e"ggaran dengan suratpenolakan SPM apabi la tidak mcmcirrllr i syail urrtuk d i tcrbitkati"s pzo.

(2) Pengembalian SPM sebagaimana dimaksud padaayat(l) huruf b diatur sebagai berikut :a' sPM Belanja Pegawai Non Gaji Induk ditembatitan paling lambat tiga hari kerja setelah SpMditerima;
b' SPM UP/TU/GU dan LS dikembalikan paling lambat satu hari kerja setelah SpM diterima.

Pasal 15

* (t) Penerbitan!P2D wajib diselesaikan oleh Kuasa BUD dalam batas waktu sebagai berikut :a' SP2D Gaji Induk diterbitkan paling lambat lima hari kerja sebelum awal bulan pembayarangaji;
b' sP2D Non Gaji Induk diterbitkan paling lambat lima hari keda setelah diterima spM secaralengkap.
c' sP2D uPlru/GU/TU NIHIL dan LS diterbitkan paling lambat satu hari kerja setelah diterimaSPM secara lengkap.

(2) Penerbitan sp2D oleh Kuasa BUD dilakukan dengan cara :' a. SP2D ditandatangani oleh Kuasa BUD.
b' sP2D diterbitkan dalam rangkap 5 (lima) dan dibubuhi stempel timbul Bendahara umumDaerah (BUD) :

l. Lembar kesatu dan kedua disampaikan kepada pihak ketiga.2. Lembar ketiga disampaikan kepada ppK-SKpD.
3. Lembar keempat disampaikan kepada Bendahara pengeluaran.
4. Lembar kelima disampaikan ke gidang Akuntansi daipelaporan.5. Lembar keenam sebagai pertinggal pada Bidang perbendahuruun.

(3) cek dibuat untuk masing-masing sp2D yang diterbitkan

c.

d.



Pasal 16

(1) Penerbitan sPP/sPM/sP2D memperhatikan kelompok dan jenis belanja sesuai dengan pembebananbelanja.

(2) sPP/sPtv{/sP2D diterbitkan sesuai masing-masing jenis belanja dan tidak digabungkan denganjenis belanja lainnya.

Pasal 17

(l) Daftar Penguji dibuat dalam rangkap.4 (empat) sebagai pengantar sp2D ditandatangani olehKuasa BUD serta dibubuhi stempel timUut bpkfO.

(2) Daftar penguji sebagaimana ayat (l), dibuat per SKpD.

Pasal l8

(l) Pengembalian pengeluaran belanja disetor ke rekening Kas umum Daerah Kabupaten Bintan dantidak ntcnambalt pagu angaran bclanja bcrkcnaan cltigan .riiampi.i surat setoran pengembalian\/ Belanja (SSPB)

(2) Pengembalian sisa Tambahan Uang Persediaan (TUp) menambah pagu anggaran berkenaansebesar setoran dengan dilampiri sura] setoran lengembaiian uang p"rsediaan.

pELApoRA. n.fff Jisr ANGGARAN

. pasal 19

untuk keperluanlenrusunan. laporan pertanggungiawaban pelaksanaan ApBD diperlukan antara laindata realisasi APBD, arus kas, n.tutu, aan catatil atas lapbran t"uung*. Untuk keperluan tersebut,maka:
a' Pengguna Anggaran SKPD selaku unit akuntansi wajib membuat Laporan Realisasi Anggaran danNeraca yang dikelolanya kepada ppKD.

. b' Pengguna Anggaran SKPD *ujiP membuat laporan bulanan realisasi anggaran dan disampaikanv 
kepada PPKD setiap bulannya puting ru-uuiiurdgui to uulun berikutnya.

b' PPKD selaku Bendahara umum Daerah wajib membuat Laporan Kas posisi (LKp) harian danmingguan.

c' PPKD selaku Bendahara umum Daerah wajib membuat laporan bulanan realisasi anggaran danlaporan arus kas dan neraca semester pertama sebagai laporan r..puJu oino.
d' Laporan yang menyangkut dengan realisasi APBD lainnya akan diatur melalui peraturan BupatiBintan.

BAB VII
SANKSI

Pasal 20

setiap SKPD yang tidak mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf a dan b, akandikenakan sanksi berupa ptnundu* penerbitan SPi maupun penerbitan Sp2D berikutnya.



or"*t",illYlt N-LArN

Pasal 21

(l) Untuk mengawasi kedit pagu DPA baik belanja pegawai maupun non belanja pegawai, ppKD wajib
membuat Kartu Pengawasan Kredit dengan ketiniuan :

a' Kartu pengawasan terdiri dari Kartu Induk Pengawasan Kredit dan Kartu pengawasan per
Kelompok Jenis Belanja.

b. Kartu Pengawasan dibuat per satuan kerja/Kegiatan/Sub Kegiatan/Jenis Belanja.

c' Pada setiap akhir tahun anggaran Kartu Pengawasan ditutup dengan diberi catatan: ,.saldo terakhir
sebesar ""'9Tu UP/TUP yang belum diietor sebesar....." Jerta ditandatangani oleh Kepala
Seksi Perbendaharaan dan diketahui BUD/Kuasa BUD.

(3) PPKD wajib membuat Kartu Pengawasan kontrak untuk kontrak yang pembayarannya dilakukandengan termin atau sertifikat bulanan. J -'-'o

(4) SKPP pegawai pindah diterbitkan oleh kepala satker {alam rangkap 4 (empat) dan disampaikan
kepada DPPKD untuk disahkan oleh Kepaia seksi Perbendaharuin i* dibuatkan surat pengantaryang ditandatangani oleh Kepala DpKKD dengan penjelasan :a' Lembar pertama dan ketiga dikembalikan l.plar satker bersangkutan, selanjutnya lembarpertama diteruskan kepada pegawai yang bersangkutan dan lembir ketiga diteruskan kepadasatker yang baru;
b. Lembar kedua dikirimkan oreh satker yang baru kepada DpKKD;c. Lembar keempat untuk arsip satker asal.

(5) SKPP pegawai pensiun diterbitkan oleh kepala satker .dalam rangkap 6 (enam) dan disampaikankepada DPKKD untuk disahkan oleh Kepala Seksi Perbendaharai dan dibuatkan surat pengantaryang ditandatangani oleh Kepara DpKKD dengan penjelasan: vsrs! vvrl

a. Lembar pertama dan lembar kedua dikirimlepaaa pr. Taspen (persero);
b. Lembar ketiga diserahkan kepada pegawai yang bersangkuian;c. Lembar keempat sebagai arsip Bend aharaRengeluaran;
e. Lembar kelima untuk arsip DpKKD.s

(6) Bendahara Pengeluaran wajib membuat pembukuan seluruh transaksi keuangan yang dilaksanakanpada satker.

(7) Pada setiap awal tahun anggaran Kuasa PA menunjuk pembuat daftar gaji (pDG) yang bertugasmembuat dan menatausahakan daftar gaji dan daftar lembur satker y*g b.rr*gkutan.

Pasal 21

Pada-tutup tahun anggaran tanggal 31 Desember atau hari kerja terakhir apabila tanggal 3l Desemberhari libur pada setiap a-khir tahun anggaran, PPKD melakukan pek.4aan-fenyelesaian akhir laporanrealisasi anggaran, arus kas dan neraca.

Pasal22

(1) Untuk pembayaran kegiatan yang dananya berasal dari pinjaman dan/atau hibah luar negeri
dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku dalam pelaksanaan pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

(2) Ketentuan yang mengatur langkah-langkah pelaksanaan pada tutup tahun anggaran akan ditetapkan
kemudian dengan Peraturan Bupati Bintan.



Pasal 23

Untuk Bantuan Sosial berupa Bantuan Operasional Sekolah (BOS), dan Bantuan Desa Pertanggung

jawabannya diatur tersendiri lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Bintan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini,
sebagaimana diubah dengan Peraturan Bupati

Pasal 24

maka Peraturan Bupati Bintan Nomor 16 Tahun

Nomor 27 Tahun 2009 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pas:r|25

2009

dengan

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
penempatan dalam Bsrita Dacrah Kabupatcn Bintarr.

Diundangkan di Kijang
pada tanggal ,Januari 2010

ARIS DAERAH
ATEN BINTAN

MIN MUCHTAR

BERITA D H KABUPATEN BINTAN TAHUN 2O1O NOMOR 2

T\



Lampiran I : PERATI.IRAN BT]PATI BINTAN
NOMOR :2Tahun2olo
TANGGAL : 22 Januari 2O1O

FORMAT KUITANSI UP/GU/TU/LS

Sudah Terima dari
Jumlah Uang

Untuk pembayaran

KUITANSI

PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGLTNA ANGGARAN SKPD 5)

Rp. ...

$:i:*TF*-;i; B;hj; ilil ; j;;;B;ilj;M;d.,,' ; "'

No. Bukti
Check No.
Bank
Kode Kegiatan

l)
2)

3)

4)

: TempaUtgl. la)

Penerima uang
T.,tangan dan stempel

2. Pembuat dokumen : Nama/l.lip/paraf 13)

Barang/pekerjaan tersebut telah diterima/
diselesaikan dengan tengkap dan baik

PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan)
t.tangan

(nama jelas)

(nama jelas)
(alamat)
(NPwP)

Setuju dan lunas bayar tgl. ...........
Bendahara Pengeluaran

,j'tangan

(nama jelas)

Mengetahui:
Pengguna anggarnn /Kuasa pengguna anggaran

t.tangan

(nama jelas)



Cara Pencisian :

-

Diisi nomor urut kuitansi/bukti
dilakukan densan check

Diisi qama bank dimana penukaran check
kode kegiatan yans dibebankan

Diisi / Kuasa diikuti rurma SKPD

Diisi kode rckcni bcbanan b0
Diisi nama bebanan belani
Diisi jumlgh uang yang dibg-bankan sesu

kode dan nama rekenine. dll
Dii si nama/ nip/ p"o.af pemb?ntu bendahffi12\ / 13

Diisi
Diisi t. T, namajelas, stempel, alamat, NPWP
Diisi / uang diserahkan ke oeneri

nama jelas, nip Bendahara

Diisi
tidak



FORMAT KUITANSI LS BELANJA TIDAK LANGSUNG
Digunakan untuk kuitansi pembayaran yang tidak ada
PPTKnya (Belanja Bantuan dan Pembiayaan)

Sudah Terima dari
Jumlah Uang

Untuk pembayaran

Lampiran II : PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR :2 Tahun 2O1O
TANGGAL :22 Januari 2O1o

Tempat/tgl.ra)
Penerima uang
'J!i,t"og"o dan stempel

(nama jelas)
(alamat)
(NPwP)

Setuju dan lunas bayar tgL ................,...... 16)

Bendahara Pengeluaran
t. tangan

(nama jelas)

No. Bukti
Check No.
Bank
Kode Kegiatan

KUITANSI

PENGGI.INA ANGGARAh{/KUASA PENGGLTNA ANGGARAN SKPD 5)

Rp.......
(terbilang:.."......... \7)
Belanja Pegawai / Belanja Barang & J*;7t;i;dil;i;;':."

r)

2)

3)

4)

Kode Rekenins o'
Nama Rekening') Jumlah'u)

Jumlah
Keterangan:

Pembantu pelaksana fungsi Perbendatraraan :

l. Kasir : Nama/lrliplParaf 12)

2. Pembuat dokumen: Nama/Nip/Paraf 13)

Mengetahui:
Pengguna anggaran / Kuasa pengguna anggaran

t.tsnFan

(nama jelas)


